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ABSTRAK 

Prostitusi merupakan penyakit masyrakat/penyimpangan sosial masyarakat 

yang dilakukan secara terorganisir yang terdiri dari mucikari, Pekerja Seks 

Komersial (PSK), dan lelaki hidung belang. Aturan hukum pidana dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur mengenai mucikari, 

belum mengatur tentang PSK dan lelaki hidung belang. Belum adanya aturan 

mengenai PSK dan lelaki hidung belang di hukum positif Indonesia mengakibatkan 

praktek prostitusi ini tetap ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tujuan 

dari penulis dari penulisan ilmiah ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kebijakan 

hukum pidana dalam penanggulangan kasus prostitusi dan kendala apa saja dalam 

penanggulangan masalah di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  

Penulisan ilmiah ini menggunakan metode Pendekatan Perundang-

undangan dan metode perbandingan mengenai aturan hukum yang satu dengan 

yang lainnya dengan cara mencari data-data faktual yang ada dalam peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan prostitusi untuk membantu penulis dalam 

melakukan analisis. Setelah melakukan penelitian di lokasi wilayah hukum Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan mengambil sampel Kabupaten Bantul karena 

sudah memiliki peraturan mengenai larangan prostitusi dan Kabupaten Sleman 

sebagai sampel dari wilayah Kabupaten Kulonprogo, Gunung Kidul, dan Kota 

Yogyakarta yang belum memiliki peraturan mengenai larangan prostitusi. 

Kabupaten Sleman dipilih sebagai yang mewakili dari Kabupaten Kulonprogo, 

Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta karena di Kabupaten Sleman sudah terdapat 

permasalahan kasusnya sementara yang lain belum ada.  

 Wilayah DIY yang terdiri dari empat Kabupaten (Bantul, Sleman, 

Kulonprogo, Gunung Kidul) dan satu Kota Madya (Kota Yogyakarta) hanya 

kabupaten Bantul yang memiliki peraturan larangan prostitusi yaitu dengan adanya 

Perda Kabupaten Bantul No 5 tahun 2007, sementara lima wilayah lain termasuk 

kota Yogyakarta belum memiliki aturan mengenai larangan prostitusi. Kabupaten 

Sleman dipilih sebagai sampel dari wilayah kulonprogi, Gunung Kidul dan Kota 

Yogyakarta karena terdapat kasus mengenai prostitusi yang wilayahnya tetapi 

belum memiliki aturan mengenai larangan prostitusi, sehingga untuk menindak 

pelaku hanya bisa secara administratif dengan perda izin gangguan untuk praktek 

prostitusi dengan modus tempat usaha. Diperlukan kebijakan hukum seperti yang 

ada di Kabupaten Bantul untuk menanggulangi permasalahan prostitusi sehingga 

para pelakunya dapat ditindak secara hukum. Aturan mengenai prostitusi yang 

belum dimiliki oleh beberapa wilayah di provinsi DIY menjadi kendala nyata masih 

adanya praktek prostitusi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 

Kata kunci : Prostitusi, kebijakan hukum pidana, mucikari, PSK, lelaki hidung 

belang. 

 


